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BABIV 
PENUTUP 
I. Kesimpulan 
a) Leasing merupakan lembaga pembiayaan non-bank yang baru kebemdaannya 
di Indonesia dan merupakan improvisasi dari sewa menyewa. Hingga saat ini 
mengenai peIjanjian leasing ini masih belum diatur secam khusus dalam suatu 
undang-undang, sehingga peIjanjian leasing yang berkembang dewasa ini 
didasarkan pada asas kebebasan berkontmk yang terdapat dalam pasal 1338 
B.W., sehingga pengaturannya lebih banyak diserahkan sepenuhnya pada 
kesepakatan bersama kedua belah pihak untuk menentukan apa isi dari 
peIjanjian leasing tersebut. 
b) Dalam hal adanya putusan pailit ditengahpelaksanaan peIjanjian leasing 
belum berakhir, maka pihak yang mempuny~i kepentingan (lessee) dengan 
pihak yang dinyatakan pail it (dalam hal ini adalah pihak lessor) dapat 
meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan 
pelaksanaan peIjanjian tersebut, apakah peIjanjian tersebut dapat dilanjutkan 
sesuai dengan jangka waktu yang telah dis~pakati oleh kurator dan pihak 
lessee, ataukah peIjanjian leasing tersebut harus berakhir. Dengan diakhirinya 
peIjanjian tersehut maka lessee dapat menuntut ganti rugi. 
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2. Saran 
a) Perlu adanya pengaturan mengenai leasing yang dituangkan dalam suatu 
Undang-Undang sehingga dapat memberikan dasar hukum dari keberlakuan 
leasing ini, karena selama ini pelaksanaan leasing ini sepenuhnya didasarkan 
pada kesepakatan para pihak dengan syarat tidak bertentangan dengan 
peraturan pemerintah yang ada. 
b) 	 Dalam Undang-Undang kepailitan yang ada, pihak yang dinyatakan pailit 
adalah pihak Debitur. Sesuai dengan penulisan ini dan permasalahan hukum 
yang makin kompleks, maka diharapkan dapat ditambahkannya pembahasan 
mengenai pihak kreditur yang dinyatakan pailit beserta akibat hukumnya. 
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